
BUPAT1 CTANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa Pedoman Pelaksanaa-n Pengarusutamaan Gender,
yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20
"fah:un 2014, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan
ketentuan peraturan perundalg-undangai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedomal Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender;

Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaral
Negara RepubLik Indonesia Nomor 5587) sebagaimala
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentalg Perubaian Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaral Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undaig-Undalg Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan l,embaraa
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentarg
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraal
Pemerintahan Daeral (Lembaran Negaia RepubLik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturar Menteri Dalam Negri Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelatsalaarr Pengarustamaan Gender di Daeralr
sebagaimala telah diubah dengar.I Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelakalaan Pengaristamaan Gende. di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Talun 2O1i

b.

Mengingat : 1.

2.

4.



5. Peraturan Menteri Negara Pemberdavaar-r Perempual dar1
PerLildr-urgal Anak Nomor 5 Tahun 2014 renlang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Data Gender dar Anak (Berita
Negara RepubLik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaal Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 "fahun 2O!4 tentang Rencana
Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaal Pengarsutarnaan
Gender darr Anak melalui Forum Orgalisasi Keagarnaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1488);

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anal< Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana
Aksi Nasional Percepatan Pelaksarlaal Pengarsutamaan
Gender dan Ana.k melalui Forum Organisasi Keagamaal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cialjur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukal darr Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerair Kabupaten Cialjur
Tahun 2016 Nomor 8);

9- Peraturan Bupati Cialjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dar1 Fungsi serta
Tata Keda Perangkat Daerah di Lingkungaa Pemerintah
Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cialjur
Taiun 2016 Nomor 50) sebagimana telah diubah beberapa
ka1i, teral<hir dengan Peraturan Bupati Ciarjur Nomor 74
Tahun 2019 tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunarl Orgalisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

'Cianjur (Berita Daerai Kabupaten Cialjur Tahun 2019
Nomor 74);

]UEMUTUSLAN:

Uenerapkan : PERA.TURA\ BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PE\GARUSUTAMAAN GENDER,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal i
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimatsud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kabupaten Cialjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pemerintah
Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
yang memimpin pelaksalaal urusan pemerintai yang menjadi
kewenangan daerai otonom.

3. Bupati adalah Bupati Ciarljur.

4. Dinas Pengendalaian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaal
Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnlra disingkat DPPKBP3A
adalah Dinas Pengendalaian Penduduk " Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dal Perlindungal Anak Kabupaten Cialjur



5. Pengarusutarnaan Gender di Daerah selanjutnya disebut PUG adalah
strategi yang dibangun rintuk mengintegrasikal gender menjadi laki
dan perempuan.

6- Kesetaraan Gender adalah kesamaarr kondisi bagi Iakilaki darl
perempua-n untuk memperoieh kesernpatan dan hak-haknya
sebagai rnanusia, agar marnpu berperan dan berpaftisipasi
dalarn kegiatan pohtik, ekonorni, sosial budaya, pertahanan
dart kearnanan, dan kesarnaan dalarn menikmati hasil
pembangunan.

7. Kesetaraan Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi
adil terhadap laki{aki dan perernpuan,

8. Analisis Gender adalah proses alalisis data gender secara
sistematis tentalg kondisi laki-laki dart perempuan khususnya
berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan
perolehan rnanfaat dalam proses pembangunan untuk
mengungkapkan akan perrnasalaharl terjadinya ketimpargan
kedudukal, fungsi, perar dan tarrggungjawab antara laki-laki
dal perempual.

9. Analisis Perencanaan Resfonsif Gender adalah perencanaan untuk
rnencapai kesetaJaan dan keadilan gender, yalg dilalakukan
metalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhal,
potensi, dan penyelesaian pe1'masalaial perempuan dal
laki laki.

10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG
adalah anggara-n yang respon terhadap kebutuhan perempuan
darl laki{aki yang tujuannya untuk rnewujudkan kesetaraan dan
keadilal gender.

11. Anggaran Geruler Budget Stqtement yang selanjutnya disingkat
GBS, adalah dokurnen yaig rnenginfonnasikai suatu output
kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada,
dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan
untuk menanga:ni perrnasalahal kesenjalgan gender.

12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dal Dewan Perwakilar Ra.kyat Daerah dalam
penyelengga,raal Urusai Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

13. Kecarnatan adalah adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perargkat
Daerah Kabupaten Ciarrjur.

14. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daeratr
di bawah Kecarnatan.

15. Desa adala} desa dan desa adat atau yang disebut dengarl
narrra lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuai:I
masyarakat trukum yang rnemiliki batas wilaya yang berwenang
untuk mengatur: darr mengurus Llrus€trl pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dari/ atau hak tradisional yang diakui
dan dihorrnati dalam sistem pernerintahan Negaja Kesatuan
Republik Indonesia.

16. Focal Point PIJG adatah aparatur Perangkat Daerah yang
mempunyai kernampuan untuk rnelakukal pengarusutannaan
gender di unit kerjarrya masing-masing.
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17. Kelompok Kerja Pargarusutainaan Gender yalg selarrjutnya
disebut Pokja PUG ada-lah wadah konsultasi bagi pelatsana dan
penggerak pengamsutamaan gender dari berbagai instansi/
lembaga di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagiarr Kesatu

Maksud

Pasa l 2

Pedoman pelaksanaan PUG
pedoman bagi Pemerintah
pemerintahan, pembangunan,
responsif gender.

dirnaksudkan untuk mernberikan
Daerah dalam penyelenggaraan
dai pelayanan masyarakat yang

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan PUG bertujuan:

a. memberikan acuan bagi aparatur Pernerintah Daerah dalarn
menJrusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan
melalrri perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
pema-ntauar, dan eva,Iuasi atas kebijakan, prograrn, dan
kegiatan pernbalgunal di D aerah;

b. mewuj!1dkan perencanaai ARG melalui pengintegrasian
pengalarnal, aspirasi, kebutuhal, potensi, dan penyelesaial
perrnasalahan laki-1aki dar perernpuan;

c. rnewr-rjudkal kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;

d. rnewrrjudkal pengelolaal anggaran daeratr yalg ARG;

e. meningkatkan kesetaraar dart keadilal dalarn kedudukan,
peranan, dan tanggung jawab lakiJaki dan peremprran sebagai
insan dal sumberdaya pembangunal; dan

f. rneningkatkan peran dan kerrrandirian lernbaga yang rnenalgani
pernberdayaan peiernpuan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PEI,AKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4
(1) Pernerintah Daerah berkewajiban rnen5rusun kebijakan, ptograrn,

dan kegiatan pernbalgunal Responsif Gender yang dituarrg
kedalarn Rencana Pernbangurrarr Jangka Menengah Daerah,
Rerlcana Strategis, dan RencaIla Kerja.



5

(21 Pen5rusunan kebijakan progralrr, dan kegiatan pembangunal
Responsif Gender sebagairnana dirnaksr.ld pada ayat (1)
dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5
Dalarn rnelakukan analisis gender sebagaimana dirnaksud
dalam Pasa-1 4 ayat (2) dapat rnerrggunakar} metode ah.rr kerja
analisis gender (Gender Anali.sAs PqthwaA) ata,.a metode analisis
lain.
Alalisis gender terhadap rencaIla kerja dan anggaran PD
dilakukan oleh rnasirrg-rnasirrg PD,

Pelaksanaan ana-1isis gender terha.dap RPJMD, Rencafra
Strategis PD, Rencana Keda PD dan Perencanaan Anggaran PD
dapat bekerjasarna dengan lernbaga pergun.ar} tinggi atau
pihak lain yang rnerniliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

dituangkan dalarn penl.usunan GBS.

(2) Hasil analisis gender yarg terdapat dalam GBS menjadi dasar
PD dalam rnenlrusun kerangka acuan kegiatan darl merupakan
bagian yang taJ< terpisahkan dengar dokurnen rencala kerja/
dokumen pelaksanaan anggaran PD.

Pasal 7
(1) Badarr Badan Perencanaan Pembangunan Daeral:

rnengoordinasikan penJrusunan RPJMD, Rencarra Strategis PD,
Rencana Kerja dal anggaran PD yaig Responsif Gender.

(2) Rencalra kerja dan anggaraJr PD yang Responsif Gender
sebagairnana dirnaksud pada ayat (i) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Paragraf 1

Pelaksanaan
Pasal 8

( 1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanar masyarakat bidang pemberdayaan
perernpuan dal PUG Daeral:.

(2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilirnpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan DPPKBP3A sebagai coordinator penyelenggaraan
PUG.

(1)

(2)

(3)

(1)
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Pasal 10

(1) Dalarn upaya percepatan pelembagaan PUG diselurutr PD
dibentuk Kelompok Kerja.

(2) Anggota kelornpok ke{a PUG adalah seluruh Kepala PD yarlg
dilimpahkan kepada Sekretaris OPD.

(3) Bupati menetapkan Ketua Badarl Perencanaan Pembanguna]1
Daerah sebagai Ketua Kelompok Keda PUG dan Kepala DPPKBP3A
sebagai Kepala Sekietariat Kelompok Ke{a.

(4) Pembentukan Kelompok Kerja PUG sebagaimalla dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Kelompok Kerja PUG sebagainana dimatsud dalam Pasal 10, bertugas:

a, mempromosikan dan mernfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;

b. rnelaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat;

c. men].usun prograrn kerja setiap tahun;
d. mendorong terwqjudnya anggaran yang responsif gender;

e. menjrusun rencara kerja Kelompok Kerja PUG setiap tahun;

f. bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Wakil Bupati;
g. merurnuskan rekomendasi kebijakal kepada Bupati;

h. rnemfasiiitasi PD atau unit keda yang membidangi pendataan
untuk rnenwlsun prolil gender;

i. melakukal pemantauan pelaksalaal PUG di masing-masing PD;

j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis tertradap
anggaran;

k. rnen]rusun rencana atsi daerah PUG;

1. mendorong dilaksanakarrnya pemilihal dan penetapan Focal Point
PUG di masing-masing PD.

Pasal 12

(1) Tim teknis sebagaimala dimaksud dalarn Pasal 1t huruf j,
beranggotakan aparatur yang sudatr rnengikuti pelatihal
atau pendidikan a:nalisis alggaran ya-ng Responsif Gender
atau tenaga ahli di bidang analisis anggaral.

(2) Rencana aksi daerah PUG sebagaimana dirnatsud dalam Pasal
11 huruf k, memuat:
a. PUG datarn peraturan pemndang-urrdangan D aerah;
b. PUG siklus pernbangrrnan;
c. penguatan kelembagaan PUG; da-n
d. penguatan peran serta masyarakat.

Paragaral 2

Focal Point PUG

Pasal 13

(ll Foco;t Point PUG pada setiap PD terdiri atas pejabat dan/atau sta-f
yalg membidangi tugas perencanaan atas prograrn.
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(2) Focal point PUG sebagairnana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas:

a. mempromosikan PUG pada unit kerja;

b. memfasilitasi penyusunan renca-na kerja PD yarrg responsif
gender;

c. rnelaksanakan pelatitran, sosialisasi, advokasi PUG
kepada selrrruh pejabat darr staf di lingkungal PD;

d. melaporkan pelaksanaal PUG kepada Pimpinan PD;

e. mendorong peiaksanaan PUG analisis gender terhadap
kebijakal, prograrn, darl kegiatar pada unit kerja; dan

f. memfasilitasi p enlrusunan prolil gender pada setiap PD .

(3J Focql point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih oleh
Kepala PD dan ditetapkan oleh Barpati.

BAB I\/
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

Bupati Inenyampaikal laporal pelaksanaal PUG kepada Gubermrr
secara berkala setiap 6 (enarn) bulan.

Pasal 15

Laporan sebaga.imala dimaksud da-1arn Pasal 14, meliputi:

a. pelaksanaan progran dan kegiatan;
b. PD yang terlibat da.lam pelalcsanaan kegiatan;

c. sasa.ran kegiatan;
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD,

atau surnber lain;
e. perrnasa-laha! yalg dihadapi; dan

f. upaya yang telah dilakukan.

Pasa-1 16

Bupati rnenetapkan pedornan mekarisrne pelaporarr ditingkat
Desa/ Kelurahan darl Kecamatan.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14 rnenjadi bahan
pernarrtauan dar eva-1uasi pelaksanaan PUG.

Pasal 18

(1) Bupati melakukan perrlantauart darr eva.luasi pelaksanaan PUG.

(2) Pemantauan dan evatuasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (t)
dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang.



8

(3) Pernarrtauan dan evaluasi pelaksanaarr PUG dilakukan sebelum
diadakannya penrusunan prograrn atau kegiatal tahun
berikutnya.

(4) Badan Perencanaalr Pernbangunan Daerah rnelakukan evaluasi
secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD
dan Renja PD.

(5) Pelaksanaan eva-luasi dapat dilakukan rnelaltri keq-asarna
dengan Pergurual Tinggi, Pusat Studi Wanita, atanr Lembaga
Swadaya Masl/arakat.

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG rnenjadi bahan masrlkan
dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun
rnendatang.

BAB V

PEMBINAAN

Pasa.l 19

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang
meliputi:

a. penetapan panduan teknis pela-ksanaan PUG, Kecarnatan, Desa/
Kelurahan;

b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi,
advokasi, dal koordinasi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksarraar PUG di Desa dan PD;

d. peningkatan kapasitas Focql PointPUG darr Kelompok Ke{a;

e. slrategis pencapaiarl kinerja.

BAB VI

PEMNBIAYAAN

Pasal 20

(1) Pembiayaan pelaksanaan prograrn dan kegiatan PUG bersarmber
dari Anggara! Pendapatal dan BeIaIja Daerah dan Anggaran
Pendapatan Bela:rja Negara.

(2) Pendanaan pcla-ksalaan prograrn dal kegiatal PUG di Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dar Belalja.

RAB \1I
KETENTUAN PENUTUP

Pasa,1 21

Pada saat Peratu.an Bupati ini mulai berlaku, Peratuian Bupati
Nornor 20 Tahun 2Ol4 tentang Pedornan Pelaksanaart
Pengarusutarnaan Gender, dinyatakan dicabut dalr tidak berlaku
1agr.
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Pasal, 22

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundalgkarr.

Agan setiap orang mengetahrrinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatalnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal I 1 Januad 2021
PIt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

11 .lar..uai 2021
,ARIS DAERAH,

SE-C'

DODIT ARDIAN PANCAPANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 5

di Cianjur
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